KAJIAN GEKANAS

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PENGUSULAN DAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON HAKIM AD-HOC
PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. PENDAHULUAN

Sebuah sistem hubungan industrial terdiri dari sub sistem, yaitu sub sistem yang
tangible berupa 7 (tujuh) sarana-sarana kelembagaan seperti Serikat Pekerja/Serikat
Buruh (SP/SB), Organisasi Pengusaha yaitu (APINDO), Lembaga Kerja Sama Bipartit,
Lembaga Kerja Sama Tripartit, Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI), dan sub
sistem yang intangible berupa sikap mental dan sikap sosial. Dalam konteks tersebut
pembangunan hubungan industrial dikonsepkan sebagai pembangunan dua sub sistem
hubungan industrial secara simultan, diantaranya pembangunan Pengadilan Hubungan
Industrial (PHI).! Kriteria kekhususan PHI melahirkan konsep adanya Hakim Ad Hoc baik
pada tingkatan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Hakim Ad Hoc merupakan
hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang dianggap memenuhi persyaratan
profesional, berdedikasi dan memiliki integritas tinggi, menghayati cita-cita negara
hukum dan Negara Kkesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan
menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.’ Hakim Ad Hoc
merupakan orang yang mengertl dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan
baik. Tujuannya, karena hukum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka
dibutuhkan orang-orang kKhusus yang mengerti permasalahan perburuhan yang dalam
hal ini perwakilan dari organisasi serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi

pengusaha.

1 Maya J. R. Rumambi, “KEDUDUKAN HAKIM AD HOC DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004,” Lex et Societatis 3, no. 2 (2015): 88—
102, https://doi.org/10.35796/les.v3i2.73 18.

2 | putu Rasmadi Arsha Putra, “IMPLIKAS] HAKIM AD HOC PADA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL,” 2022,
https:Herepn.ur|ucl.ac.idfidfeprint,f13342,
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Pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan
mengadili perkara dan perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh majelis
hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) hakim karir dan 2
(dua) hakim ad hoc, adapun tata cara pengangkatan hakim ad hoc diatur dalam Pasal 63
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (UU PPHI), dalam Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa “calon hakim ad hoc
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung dari nama
yang disetujui oleh mentert atas usul serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi
pengusaha”. Mengenai pemaknaan Lembaga yang dapat melakukan pengusulan ini
tentunya harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (UU SP/SB), dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b yang menyatakan
“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak : b. mewakili pekerja/buruh dalam
menyelesaikan perselisihan industrial”. Ketentuan ini harusalah dimaknai kelembagaan
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
sepanjang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja memiliki hak mewakili pekerja/buruh
dalam menyelesaikan perselisihan industrial. Frase menyelesaikan perselisihan
industrial tentunya dimaknai dapat beracara di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai
pihak dan pula sebagai Hakim Ad Hoc pada setiap tingkatan peradilan.

Merujuk pada sejarah keberlakuan peraturan mengenai rekruitmen Hakim Ad Hoc
PHI dapat dilihat mulai dari amanat ketentuan Pasal 72 UU PPHI melahirkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah
Agung (PP 41/04). Amanat ketentuan Pasal 3 ayat (6) PP 41/04 melahirkan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia  Nomor:
Per.01/Men/XI1/2004 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan
Hubungan Industrial Dan Calon Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung (Permenaker
01/04). Dengan berjalannya waktu, PP 41/04 dilakukan perubahan dengan disahkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian
Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah
Agung (PP 26/19). Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3A ayat (2) PP 26/19 mengatur mengenai

tata cara pengusulan calon Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial
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khususnya seleksi administrative, tepat pada tanggal 10 Oktober 2022, Menteri
Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Seleksi Administratif Calon
Hakim Ad-Hoc Pada Pengadilan Hubungan Industrial (Permenaker 14/22) dan mencabut
keberlakuan Permenaker 01/04.

Bagan 1. Sejarah Keberlakuan Peraturan Mengenai Rekruitmen Hakim Ad Hoc
PHI

UU ePasal 25
ayat (1)

21/2000 huruf b

Uu 2/04‘1 ePasal 72

ol

sPermenaker
01/04

41/04

e Permenaker 14/22
PP 26/19 e Mencabut Permenaker 01/04

Dari kegiatan Uji Coba Sistem Rekruitmen Hakim Ad Hoc PHI yang diselenggarakan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 10 November 2022 yang bertujuan
untuk uji coba system rekruitmen sebagali pelaksanaan Permenaker 14/22, kami menilai
setidaknya terdapat beberapa permasalahan hukum. Permasalahan-permasalahan
hukum tersebut di atas yaitu namun tidak terbatas pada hanya serikat pekerja ditingkat
perusahaan yang dapat mengusulkan calon, sementara Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja tidak dapat mengusulkan, dan diposisikannya Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja hanya sebagai Lembaga atau pihak yang dapat merekomendasikan calon.

Kajian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normative
regulasi dengan menggunakan peraturan peundang-undangan yang berlaku dan terkait

secara lansung mengenai proses rekruitmen Hakim Ad Hoc PHI, dengan tujuan agar

[Kajian GEKANAS] Halaman 3 dari 20




regulasi mengenai rekruitmen Hakim Ad Hoc PHI sesuai sebagaimana amanat UU 21/00

dan UU 2/04.

B. PEMBAHASAN

i 1SP

Regulasi mengenai rekruitmen Hakim Ad Hoc PHI harus sesuai amanat UU

21/00 dan UU 2/04 2/04, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi SP/SB,

maka peraturan ini haruslah dibuat secermat mungkin, agar seluruh SP/SB dapat

kesempatan yang sama dalam kontestasi penentapan hakim Ad Hoc. Sehingga

menjadi suatu keharusan memahami penjenjangan setiap SP/SB yang berbeda-

beda, sesuai kebutuhan dan sejarah pembentukannya suatu SP/SB. Bahwa akan

adanya kemungkinan terjadi perbedaan penjenjangan SP/SB telah diakomodir

dalam ketentuan Pasal 8 UU 21/00 yang berbunyi:

Penjenjangan organisasi serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan

konfederasi serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan

/atau anggaran rumah tangganya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan setidaknya terdapat 3 jenis medel

pembentukan SP/SB yang didasarkan pada sejarah pembentukannya, yaitu :

d.

Model Bottom Up

Pada model ini, serikat dibentuk oleh para pekerja/buruh dalam suatu
perusahaan dalam satu, kemudian serikat-serikat ini bersepakat untuk
membentuk suatu Federasi sebagaimana semangat dari UU 21 /00. Mengingat
sejarah pembentukannya masing-masing serikat ini memiliki Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan pencatatan di Dinas Tenaga Kerja baik pada
SP/SB tingkat perusahaan maupun Federasi. Dampak dari susunan SP/SB dengan
pola ini maka, pimpinan tertinggi orgnisasi adalah pada masing-masing SP/SB di
tingkat perusahaan masing-masing;

Model Top Down

Model ini terjadi pada SP/SB yang telah lahir dan terbentuk sebelum berlakunya
UU 21/00, dimana saat itu masih dalam Indonesia masih dalam rezim single union.
Hal ini mengakibatkan Federasi yang telah terbentuk secara aktif membentuk

SP/SB di tingkat perusahaan yang akan menjadi anggotanya. Pada SP/SB model
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baik SP/SB tingkat perusahaan dan federasi memiliki AD/ART yang sama, namun
pencatatan di Dinas Tenaga Kerja dilakukan baik oleh SP/SB tingkat perusahaan
maupun Federasi. Pada model ini pimpinan tertinggi organisasi ada pada
pimpinan Federasi.
c. Model SP/SB lingkup perusahaan nasional

Selain kedua model tersebut di atas, terdapat pula SP/SB lingkup perusahaan yang
tersebar secara nasional, dimana pencatatan SP/SB pada Dinas Tenaga Kerja
dilakukan oleh perangkat tertinggi SP/SB tersebut, yaitu yang berada pada Kantor
Pusat. Di wilayah-wilayah di tingkat bawahnya tidak memiliki susunan
kepengurusan tersendiri, tetapi hanya sebagai perangkat organisasi yang tidak
memiliki kewenangan sendiri-sendiri dalam menetapkan bijakan organisasi.
Sehingga segala keputusan berada pada pimpinan tertinggi organisasi yaitu

pengurus pada tingkat pusat yang ada dalam perusahaan tersebut.

Dari penjelasan tersebut di atas maka didapat model SP/SB di Indonesia saat ini

sebagai berikut:
Bagan 1. Model SP/SB di Indonesia
Model Bottom Up Model Top Down
AD/ART FED SP 123 AD/ARTSPX; Y; Z AD/ART FED SP 123

PUK SP 123
L A

PUK SP 123

Federasi SP jig .

123

PUK SP 123
i e :
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Model SP/SB lingkup perusahaan nasional

AD/ART SP A

DPC Kota/Kab e
Bekasi SP A d Aﬂggnta SPA
DPW Provinsi

Jawa Barat 5P A

DPC Kota/Kab

Cimahi SP A b ikl s

DPC Kota/Kab
SurabayaSPA

DPW Praovinsi
Jawa Timur SP A
DPC Kota/Kab

Gresik SP A j mEotace

Hakim ad hoc merupakan hakim non Kkarir yang mempunyai keahlian dan
kemampuan untuk mengadili suatu perkara khusus, sehingga Hakim ad hoc dapat
memberi dampak positif ketika bersama Hakim karir menangani sebuah perkara.’ Dari
perpektif sejarah, komposisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) UU PPHI
merupakan implementasi konsep tripartit, yang berlaku di beberapa negara termasuk di
International Labour Organization dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan,
selalu ada pihak yang netral. Jadi ada penengah antara Hakim ad hoc usulan serikat
pekerja/serikat buruh dan Hakim ad hoc usulan organisasi pengusaha yakni Hakim
karir/Hakim Agung. Ratio legis ketentuan UU PPHI yang mengatur tentang keberadaan
Hakim Ad Hoc yang diusulkan oleh kedua unsur tersebut adalah nilai keseimbangan.*

Tidak bisa dielakan bahwa penempatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan

3 Binsar Gultom, Pandangan kritis seorang hakim dalam penegakan hukum di Indonesia (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2012), 66—67.

4 Christina NM Tobing, “MENGGAGAS PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM BINGKAI IUS
CONSTITUENDUM SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN / INITIATING AN
INDUSTRIAL RELATIONS COURT IN THE FRAMEWORK OF |US CONSTITUENDUM AS AN EFFORT TO REALIZE LEGAL
CERTAINTY AND JUSTICE,” Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 2 (29 Juli 2018): 297,
httpﬁ:ifdui.ﬂfg/lﬂ.lSZlEfihp.?.Z.ZDlB.29?-326.
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Industrial baik yang berasal dari usulan Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun
Pengusaha pada dasarnya akan memeriksa dan memutus dari dua perspektif dan
kepentingan yang berbeda, oleh karenanya menjadi esensial posisi hakim ad hoc
diprioritaskan terlebih dahulu untuk diisi oleh orang-orang yang memang benar-benar
berasal dari kalangan praktisi hubungan industrial yaitu pengurus maupun orang yang
telah bekerja di Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun organisasi pengusaha. Terlebih
kedua Lembaga pengusul calon Hakim Ad Hoc PHI diberikan kewenangan untuk
mengusulkan penarikan Hakim Ad Hoc PHI yang telah diusungnya sebagaimana
ketentuan Pasal 12 PP 41/04. Amanat tersebut sayangnya sampai dengan saat ini belum

dibuat aturannya oleh Mahkamah Agung.

'-I'. 1€ Udldill - 2lESdiall & !.'...ll-.'.l'-'. l'._..-

Bakal Calon hakim adhoc yang merupakan ASN ataupun orang yang bekerja pada
instansi ketenagakerjaan pemerintah baik di pusat ataupun di daerah, wajib
mengundurkan diri setelah mendapatkan usulan dari serikat pekerja, federasi,
konfederasi ataupun organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh KADIN. Model relasi
tripartit yang  melibatkan  peran perwakilan  pekerja/serikat  pekerja,
pengusaha/organisasi pengusaha, dan pemerintah diperlukan agar terwujud solusi
permasalahan perburuhan yang mampu mengakomodir kepentingan dari berbagai sisi
dari 3 pihak tersebut. Secara kelembagaan sebagai forum komuniasi, konsultasi, dan
musyawarah mengenai peermasalahan ketenagakerjaan dibentuklah LKS Tripartit.
Sebagai wadah yang berberan dalam kebijakan pengupahan dibentuklah Dewan
pengupahan. Bahkan sebagai representasi perwakilan unsur pekerja, pengusaha, dan
pemerintah juga terwujud dalam Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Dewan Pengawas
BPJS.

Hal serupa dalam penyelelesaian perselisihan hubungan industrial juga ada, yakni
mengenai keberadaan hakim Ad Hoc. UU PPHI telah mengamanatkan bahwa hakim
sebagai pemutus dalam perselisihan Perselisihan hubungan industrial terdiri dari hakim
karir dan 2 orang hakim Ad Hoc yang merepresentasikan dua sisi keterwakilan yakni
pekerja dan pengusha. Penjelmaan model ini serupa halnya manakala penyelesaian
perselisihan sebelum model kekuasaan kehakiman yang ada kini dengan model panitia

penyelesaian perselisihan perburuhan dahulu. Meskipun dinilai harus mampu memutus

[Kajian GEKANAS] Halaman 7 dari 20




perkara secara independen dan obyektif terhadap pembuktian yang tertera dalam
persidangan. Namun tak dapat dipungkiri latar belakang hakim adhoc dari masing-
masing unsur (pekerja dan pengusaha) terbuka kemungkinan memiliki persepsi yang
berbeda dalam memandang suatu masalah hukum.

Oleh karena itu, dengan mengedepankan Kkonsep keterwakilan berimbang
sebagaimana dianut dalam konvensi ILO No 144 tahun 1976, pengusaha dan pekerja
harus terwakili secara seimbang dalam badang-badan kemebagaan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Keberadaan ASN yang semula bertugas di instansi
ketenagakerjaan lalu berkehendak maju menjadi hakim adhoc dengan memilih usulan
dari serikat pekerja ataupun organisasi pengusaha merupakan hak masing-masing orang
yang harus dihormati dan dianggap ASN tersebut telah parsial dan berkecenderungan
lebih setuju ataupun dianggap mewakili dari salahs atu pihak sehingga menjadi sangat
wajar ASN tersebut wajar ASN harus mengundurkan diri sebelum mengikuti seleksi
hakim adhoc.

aderasi dan Konfede Memiliki Hak Untuk Mengusuikan (aion

Dalam kegiatan uji coba pada tanggal 10 November 2022, khususnya mengenai
ketentuan Pasal 5, 6, dan 7 Permenaker 14 /22 menyebabkan Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja tidak dapat mengusulkan. Sementara jika merujuk pada ketentuan Pasal
25 ayat (1) huruf b UU 21/00 mengamanatkan tidak hanya serikat pekerja yang ada pada
tingkat perusahaan saja yang dapat mengusulkan calon, namun juga Federasi dan
Konfederasi sepanjang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja. Hal ini membuktikan
bahwa baik serikat pekerja di tingkat perusahaan, Federasi, dan Konfederasi memiliki
kesamaan posisi untuk jaminan atas hak untuk mengusulkan calon Hakim Ad Hoc PHL

Aturan mengenai kewenangan untuk dapat mengusulkan calon Hakim Ad Hoc dari
unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam ketentuan Pasal 6, dan 7 Permenaker 14/22,
ditemukan terdapat perubahan substansi manakala disandingkan dengan ketentuan

yang terdapat dalam Permenaker 01/04, yang lebih jelas dapat dilihat pada table di

bawah ini

Table 1 Perbandingan aturan mengenai kewenangan untuk dapat mengusulkan

calon Hakim Ad Hoc dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Permenaker 14 /22 Permenaker 01/04
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Pasal 6

(2)

pekerja/buruh diusulkan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat
pada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
dapat mengusulkan Calon Hakim Ad-
Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mempunyai
kepengurusan yang mencakup 2

(dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu)

provinsi.

(3) Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat

(4)

Buruh mempunyai kepengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
diajukan oleh pimpinan organisasi
tertinggi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bersangkutan.

Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat
Buruh mempunyai kepengurusan
yang mencakup 2 (dua) provinsi atau
lebih maka usulan Calon Hakim Ad-
Hoc PHI diajukan oleh Pengurus

Organisasi

Pasal 7
(1) Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang

bergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tidak
Konfederasi

bergabung dengan

Pasal 2
(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur (2) Calon Hakim Ad-Hoc dari unsur

(3)

(4)

pekerja/buruh diusulkan oleh serikat

pekerja/serikat buruh atau
organisasi  pekerja/buruh  yang
tercatat pada instansi  yang
bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan yang mempunyai
kepengurusan tingkat Provinsi sesuai

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor
KEP.16/MEN/2001 tentang Tata
Cara Pencatatan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor KEP.
201/MEN/2001 tentang

Keterwakilan Dalam Kelembagaan
Hubungan Industrial.

Dalam hal serikat pekerja/serikat
buruh tidak bergabung dalam

federasi serikat pekerja/serikat
buruh, maka usulan diajukan oleh
pekerja/serikat
yang

bersangkutan dengan persetujuan

pengurus serikat

buruh tingkat Provinsi

pengurus serikat pekerja/serikat
buruh tertinggi.
Dalam hal serikat pekerja/serikat

buruh bergabung dalam federasi
serikat pekerja/serikat buruh namun
federasi yang bersangkutan tidak

bergabung dalam konfederasi, maka
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(2)

Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,

berlaku ketentuan:

a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
diajukan oleh Serikat

Pekerja/Serikat Buruh; dan
b. direkomendasikan oleh Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yang bersangkutan.
Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat
Buruh bergabung dalam Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan

bergabung dalam Konfederasi Serikat

(5)

usulan diajukan oleh pengurus
federasi Provinsi dengan persetujuan
pengurus federasi serikat
pekerja/serikat buruh tertinggi.

Dalam hal serikat pekerja/serikat
buruh bergabung dalam federasi
serikat pekerja/serikat buruh dan
federasi serikat pekerja/serikat
buruh yang bersangkutan bergabung
dalam konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh, maka usulan

diajukan oleh pengurus konfederasi

Pekerja/Serikat  Buruh, berlaku serikat  pekerja/serikat  buruh

ketentuan: Provinsi dengan persetujuan

a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI pengurus konfederasi tertinggi.
diajukan oleh Serikat

Pekerja/Serikat Buruh; dan

b. direkomendasikan oleh Federasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dan/atau Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat  Buruh  yang
bersangkutan.

Dari table di atas setidaknya didapat hal bahwa Federasi dan Konfederasi Serikat
Pekerja dapat mengusulkan calon Hakim Ad Hoc PHI Oleh karenanya pengecualian
terhadap Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja tidak dapat mengusulkan calon hakim
dalam Permenaker 14/22, jelas merupakan bentuk diskriminasi di mata hukum, yang
oleh karenanya bertentangan dengan amanat Pasal 25 ayat (1) huruf b UU 21/00. Hak
mengajukan calon baik dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi, dan Konfederasi ini
telah selaras dengan ketentuan Pasal 12 Permenaker 14/22, termasuk mengusulkan

lokasi penempatan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 4/04, yang lengkapnya berbunyi:
Pasal 12 Permenaker 14 /22

“(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI mengajukan permohonan pengusulan kepada:
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a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI
unsur pekerja/buruh; dan

b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha.

(2) Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang telah mendapatkan bukti pengusulan sebagai
Calon Hakim Ad-Hoc PHI, melakukan pendaftaran melalui Sistem Seleksi Calon
Hakim Ad-Hoc PHL.

(3) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI disertai dengan melampirkan dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan bukti pengusulan dari:

a. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI
unsur pekerja/buruh; dan

b. Organisasi Pengusaha, bagi Calon Hakim Ad-Hoc PHI unsur pengusaha.

(4) Setelah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Serikat
Pekerja/Serikat Buruh, Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha memperoleh bukti

pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI yang diusulkan.”

Pasal 5 ayat (2) PP 4/04

“(1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan penempatan Hakim Ad Hoc dalam daerah
hukum Pengadilan Hubungan Industrial di tempat Hakim Ad Hoc yang
bersangkutan diusulkan oleh organisasinya.

(2) Dalam hal penempatan Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tidak dapat dilaksanakan, maka Ketua Mahkamah Agung dapat menempatkan
Hakim Ad-Hoc dari daerah lain.”

Pada table 1 di atas, khususnya ketentuan Pasal 7 Permenaker 14/22 jelas
memposisikan Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja hanya sebatas pada lembaga
yang memberikan rekomendasi kepada calon yang diusulkan. Mengenai hal ini, jika
membandingkan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial yaitu Peraturan

Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 20 16 Tentang Seleksi Calon Hakim
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Ad Hoc Hubungan Industrial Di Mahkamah Agung (PerKY 5/16) yang menjadi dasar
hukum dalam proses rekruitmen Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, jelas
terdapat perbedaan makna dan pemahaman mengenai siapa yang dapat memberikan
rekomendasi kepada calon hakim. Tentunya persyaratan administrasi baik dalam
rekruitmen hakim ad hoc pada tingkat MA maupun PN haruslah sama, dan oleh
karenanya PerKY 5/16 ini relevan dan dapat dijadikan acuan perbandingan.

Ketentuan Pasal 7 Permenaker 14/22 memposisikan Federasi dan Konfederasi
Serikat Pekerja sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi kepada calon yang
diusulkan, sementara jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf I PerKY 5/16
dinyatakan “surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik
integritas, kualitas dan reputasi”. Hal ini secara aturan maupun implementasi
membebaskan kepada calon hakim untuk menentukan sendiri minimal 3 orang untuk
dapat memberikan rekomendasi atas pencalonan dirinya sepanjang orang tersebut
mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi calon hakim. Lebih lanjut PerKY
5/16 juga menyediakan template rekomendasi sebagaimana yang dapat dilihat di bawah

ini

Table 2 Contoh Template Rekomendasi Dalam PerKY 5/ 16

REKOMENDASI

Pemberi Rekomendasi

a. Nama L e

b. Alamat SRR, o P s R

c. Pekerjaan : B NSRRI Uy U SR WOE SIS

d. Nomor HP i A R

e. Hubungan dengan calon F ARG e S SR

f Lama hubungan dengan calon i .

Memberikan rekomendasi Kepada : ...

Terkait dengan integritas, kualitas, dan reputasi dengan penjelasan sebagai berikut:

L. INTEGRITAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Kajian GEKANAS] Halaman 12 dari 20




llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I1. KUALITAS

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

I REPUTASI

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nama Lengkap dan Tanda tangan pemberi rekomendasi

Dari penjelasan tersebut di atas, jelas membuktikan Pasal 7 Permenaker 14/22

telah salah dalam menempatkan Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja sebagai
Lembaga yang dapat memberikan rekomendasi, dan terlebih menyempitkan ruang gerak
bagi calon hakim Ad Hoc untuk mendapatkan rekomendasi, sementara yang dapat yang
mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi calon Hakim Ad Hoc dapat saja

terdapat pada pihak lain selain Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja.

Dari berbagai pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini kami

menyarankan agar Permenaker 14/22 diubah sebagaimana table di bawah ini:

Table 3 Usulan Perubahan dan tambahan Pasal 6, 7, 11, dan 14 Permenaker
14/22

Permenaker 14 /22 Usulan Perubahan

Pasal 6 Pasal 6
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(2)

(3)

(4)

(1) Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari
unsur pekerja/buruh diusulkan
oleh Pekerja/Serikat

Buruh yang tercatat pada dinas

Serikat

yang menyelenggarakan urusan
di
ketenagakerjaan kabupaten/kota.

pemerintahan bidang

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
dapat mengusulkan Calon Hakim Ad-
Hoc PHI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mempunyal
kepengurusan yang mencakup 2
(dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu)
provinsi.

Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat
Buruh mempunyai Kkepengurusan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
diajukan oleh pimpinan organisasi
tertinggi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bersangkutan.

Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat
Buruh mempunyai Kepengurusan
yang mencakup 2 (dua) provinsi atau
lebih maka usulan Calon Hakim Ad-
Hoc PHI diajukan oleh Pengurus

Organisasi

(1)

(3)

(4)

Calon Hakim Ad-Hoc PHI dari unsur
pekerja/buruh diusulkan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh atau Federasi
Serikat _Pekerja/Serikat _Burul
Konfed ; Seril
Pekerja/Serikat Buruh  yang
tercatat yang

urusarn

pada dinas

menyelenggarakan
di
ketenagakerjaan kabupaten/kota.

pemerintahan bidang

Dalam hal Calon Hakim Ad-Hoc PHI
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Pasal 7

(1)

(2)

Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang
bergabung dalam Federasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tidak
bergabung dengan  Konfederasi
Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,
berlaku ketentuan:

a. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
diajukan oleh Serikat
Pekerja/Serikat Buruh; dan

b. direkomendasikan oleh Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
yang bersangkutan.

Dalam hal Serikat Pekerja/Serikat

Buruh bergabung dalam Federasi

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan

bergabung dalam Konfederasi Serikat

Pekerja/Serikat  Buruh, berlaku

ketentuan:
1. usulan Calon Hakim Ad-Hoc PHI
diajukan oleh Serikat

Pekerja/Serikat Buruh; dan

b. direkomendasikan oleh Federasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh
dan/atau Konfederasi Serikat
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Pekerja/Serikat  Buruh

bersangkutan.

yang

Pasal 11 ayat (1)

(1) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
g. surat pernyataan setia pada

Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

h. surat pernyataan tidak merangkap
jabatan apabila telah dilantik
menjadi Hakim Ad-Hoc PHI

dengan jabatan sebagai:

Pasal 14
(1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi
persyaratan administratif Calon Hakim
Ad-Hoc PHI yang meliputi:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2; dan
b. dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

Pasal 11 ayat (1)
(1) Pendaftaran Calon Hakim Ad-Hoc PHI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (2) dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
g. surat pernyataan setia pada
Pancasila dan UndangUndang
Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

i, surat pernyataan tidak merangkap
jabatan apabila telah dilantik
menjadi Hakim Ad-Hoc PHI,

dengan jabatan sebagai:

Pasal 14
(1) Panitia Seleksi melakukan verifikasi
persyaratan administratif Calon Hakim
Ad-Hoc PHI yang meliputi:
a. persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2; dan
b. dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 11.
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(2)

(3)

melakukan  verifikasi

administratif

Setelah
persyaratan Calon
Hakim Ad-Hoc PHI, Panitia Seleksi
melakukan pembobotan berdasarkan

kriteria dan bobot penilaian Calon

Hakim Ad-Hoc PHI di bidang
hubungan industrial.
Kriteria dan bobot penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pendidikan;

b. pengalaman tugas;

c. penulisan karya ilmiah; dan

d. rekomendasi organisasi

(2)

(3)

Setelah  melakukan  verifikasi

persyaratan  administratif Calon
Hakim Ad-Hoc PHI, Panitia Seleksi
melakukan pembobotan berdasarkan

kriteria dan bobot penilaian Calon

Hakim Ad-Hoc PHI di bidang
hubungan industrial.
Kriteria dan bobot penilaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. pendidikan;

b. pengalaman tugas;

c. penulisan karya ilmiah; dan

d. rekomendasi perseorangan dan/
atau organisasi

Dari usulan perubahan Permenaker 14/22, maka simulasi pencalonan dari unsur

Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 3. Simulasi pencalonan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

SP/SB non Afiliasi

SP/SB Afiliasi Fed dan Konfed

Calon B sp/sp By lkan

C. PENUTUP
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Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas maka didapat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Posisi hakim ad hoc diprioritaskan terlebih dahulu untuk diisi oleh orang-orang
yang secara pengalaman dan latar belakang berasal dari kalangan praktisi
hubungan industrial yaitu pengurus maupun orang yang telah bekerja di
Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun organisasi pengusaha;

2. Guna meneguhkan independensi PNS/ASN yang bekerja pada instansi
ketenagakerjaan maupun instansi pemerintah yang bertugas dalam
penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka wajib menyertakan surat
pengunduran dirinya sebagai PNS ataupun ASN;

3 Ketentuan dalam Permenaker 14/22 yang menyatakan hanya serikat pekerja
ditingkat perusahaan yang dapat men gusulkan calon, sementara Federasl dan
Konfederasi Serikat Pekerja tidak dapat mengusulkan, dan diposisikannya
Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja hanya sebagai Lembaga atau pihak

yang dapat merekomendasikan calon bertentangan dengan amanat UU 21/00.

Oleh karena itu kami menyarankan dan memberikan masukan serta
merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk merevisi

Permenaker 14/22 dengan merujuk pada hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam proses seleksi administrative diprioritaskan calon yang memiliki latar
belakang pekerjaan yang berkaitan langsung dengan hubungan industrial baik
yang diusulkan baik oleh SP/SB maupun organisasi pengusaha, dan
memberikan pengusulan tempat pada saat pengusulan oleh SP/SB maupun
organisasi pengusaha;

2. Lembaga Federasi SP/SB maupun Konfederasi SP/SB dapat mengusulkan calon,
dan bagi calon yang berada di SP/SB dan berafiliasi dengan Federasi maupun
Konfederasi SP/SB diberikan pilihan untuk dirinya dapat diusulkan oleh SP/SB,
atau Federasi SP/SB, atau Konfederasi SP/SB, sebagaimana Pasal 6 Usulan
Perubahan dalam Table 3 Usulan Perubahan dan tambahan Pasal 6, 7, 11, dan
14 Permenaker 14/22;

3. Memberikan keleluasaan kepada calon untuk mendapatkan Rekomendasi dari
pihak luar yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas dan reputasi calon,

yang bisa didapatkan baik dari perseorangan atau organisasi, sebagaimana
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Pasal 7 dan 14 Usulan Perubahan dalam Table 3 Usulan Perubahan dan
tambahan Pasal 6, 7, 11, dan 14 Permenaker 14/22;

4. Setiap PNS/ASN yang bekerja pada instansi ketenagakerjaan maupun instansi
pemerintah yang bertugas dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan berkehendak untuk maju menjadi bakal calon Hakim Adhoc PHI
waijib menyertakan surat pengunduran dirinya sebagai PNS ataupun ASN,
sebagaimana Pasal 11 Usulan Perubahan dalam Table 3 Usulan Perubahan dan
tambahan Pasal 6, 7, 11, dan 14 Permenaker 14/22;

5. Menghimbau Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengingatkan Mahkamah
Agung agar segera membuat aturan teknis mengenai mekanisme usulan
penarikan Hakim Ad Hoc PHI yang diusulkan baik SP/SB maupun organisasi

Perusahaan.
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